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ABSTRAK 

 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi pintu pembuka bagi para korban kekerasan 

seksual untuk mencapai keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan sebuah 

sistem baru bagi peradilan pidana Indonesia yaitu Dana Bantuan Korban atau 

Victim Trust Fund dimana sistem atau mekanisme ini sudah diterapkan oleh 

beberapa negara seperti Amerika salah satunya. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam hasil penelitian ini 

memberikan kedudukan korban dalam Victim Trust Fund sangat penting dan kuat 

bagi sistem peradilan pidana di Indonesia karena menciptakan keadilan secara tegas 

dan mengikat. Walaupun pengaturan mengenai skema atau mekanisme Victim Trust 

Fund belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan Indonesia, tetapi ini 

merupakan langkah awal yang baik dalam pemenuhan hak korban. Penyesuaian 

pengaturan mengenai Victim Trust Fund dapat dilakukan sesuai dengan pengaturan 

yang sudah berlaku di Amerika Serikat, yaitu setelah hakim menjatuhkan putusan 

dan korban bisa mengajukan Dana Bantuan Korban tersebut. Selain itu, alternatif 

lain Victim Trust Fund bisa disatukan dengan rangkaian pembacaan surat tuntutan 

sehingga penerapan Victim Trust Fund bisa segera dilaksanakan. 

Kata Kunci: Dana Bantuan Korban, LPSK, Kekerasan Seksual, Perbandingan 

Hukum. 
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ABSTRACT 

 

The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS law) 

is an opening door for victims of sexual violence to achieve justice. Furthermore, 

Article 35 mentions a new system for Indonesian criminal justice, namely the Victim 

Assistance Fund or Victim Trust Fund where this system or mechanism has been 

implemented by several countries such as America, one of them. This research uses 

normative juridical research and uses legislation approach, conceptual approach, 

and comparative approach. The results of this study provide the position of victims 

in the Victim Trust Fund is very important and strong for the criminal justice system 

in Indonesia because it creates justice in a firm and binding. Although 

arrangements regarding Victim Trust Fund Schemes or mechanisms have not been 

clearly regulated in the Indonesian justice system, this is a good first step in 

fulfilling the rights of victims. Adjustments to the arrangements regarding the 

Victim Trust Fund can be made in accordance with the arrangements already in 

force in the United States, namely after the judge handed down the verdict and the 

victim can apply for the Victim Assistance Fund. In addition, other alternatives 

Victim Trust Fund can be put together with a series of reading the letter of demand 

so that the application of Victim Trust Fund can be implemented immediately. 

Keywords: Victim Trust Fund, LPSK, Sexual Harassement, Comparative Law. 

  


